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Abstract: Law and Religious Freedom. Religious Freedom means the rights of
person to choose and confess a religion and belief. Religious freedom also
perceived, by some people, as the right to choose whatever religion and belief,
without considering the rights of others. However, religious freedom is limited
by Constitution of 1945 and the regulations below it. Legal policy determines the
need of law enforcement consistently aiming to ensure legal certainty, justice and
truth, law supremacy and the respect towards human rights.
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Abstraks: Hukum dan Hak Kebebasan Beragama. Kebebasan beragama adalah
hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau
kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Hak kebebasan beragama ini oleh
sebagian dimaknai sebagai bebas menganut kepercayaan apa saja dan membuat
aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama orang lain.
Namun begitu, Hak kebebasan beragama ini dibatasi oleh UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. kebijakan dalam bidang
hukum antara lain menggariskan perlunya penegakan hukum secara konsisten
agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi
hukum serta penghargaan terhadap HAM.
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Pendahuluan

Tuntutan yang dikehendaki pada era reformasi saat ini adalah penguatan
Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dua tuntutan itulah yang menjadi urgensi
dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Tuntutan
HAM dan demokrasi begitu kuatnya hingga pada akhirnya tuntutan itu terus menjadi
tuntutan yang sangat dinantikan oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena
tuntutan HAM begitu kuatnya, maka hampir dalam setiap kehidupan
mengatasnamakan HAM, tanpa memperhatikan kewajibannya. Salah satu HAM yang
dituntut adalah hak atas kebebasan beragama.

Oleh karena kebebasan beragama adalah salah HAM yaitu hak kebebasan
manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama atau kepercayaan yang diyakini
kebenarannya berdasarkan pertimbangan akal dan hati nuraninya. Dengan demikian,
"kebebasan beragama berkaitan dengan keyakinan hidup untuk memilih agama
beserta ajaran yang terkandung di dalamnya guna mengatur hidupnya sebagai
pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan warga dunia”?. Aspek lain yang
termasuk dalam pengertian kebebasan beragama adalah kebebasan untuk
menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya, perlindungan terhadap
perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan tempat-tempat dan sarana
peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka agama dan kebebasan untuk
melakukan dakwah.

Realitas menunjukkan berbagai peristiwa yang mengatasnamakan HAM
(HAM) dalam bidang keagamaan yang belakangan ini muncul. Hak kebebasan
beragama ini dijadikan alasan untuk secara bebas menganut kepercayaan apa saja dan
membuat aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama orang
lain. Ada beberapa aliran kepercayaan yang muncul di masyarakat dengan alasan hak
kebebasan agama seperti aliran kepercayaan Ahmadiyah, Lia Eden, Al Qur’an Suci,
Al Qiyadah Al Islamiyah dan lain-lain. Beberapa aliran kepercayaan itu, memang
mengatasnamakan Islam dan bahkan memang ajaran yang menurut penganutnya.
menyempurnakan ajaran Islam sebenarnya. Akibat adanya aliran kepercayaan itu
membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang pada intinya
ajaran atau aliran kepercayaan tersebut sesat dan bukan ajaran Islam yang
sebenarnya. Pada sisi lain bagi pemeluk ajaran atau aliran kepercayaan itu bahwa
bagi dirinya merupakan suatu HAM, bahwa setiap orang berhak atas ajaran dan
kepercayaannya masing-masing karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan peraturan perundang-undangan lain melindunginya, bahkan Deklarasi Universal
HAM PBB juga melindunginya.

Permasalahannya adalah apakah kebebasan HAM seperti yang diajarkan oleh
beberapa aliran keagamaan itu merupakan HAM menurut hukum di Indonesia.

1) Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Diktilitbang,
2003), h. 388.
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Pemahaman HAM

HAM di Indonesia dipahami sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup
dan berkembang di masyarakat yang dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah
perkembangan HAM itu sendiri, yang dimulai sejak zaman pergerakan hingga saat
ini, yaitu ketika terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
yang kemudian amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit memuat pasal-pasal
HAM secara lengkap. Seiring dengan nuansa demokratisasi, keterbukaan, pemajuan
dan perlindungan HAM serta upaya mewujudkan negara berdasarkan hukum. Di
samping itu, juga terdapat faktor-faktor eksternal tertentu yang turut mempengaruhi
perumusan konsep dari norma-norma HAM di Indonesia.

Arah kebijakan dalam bidang hukum antara lain menggariskan perlunya
penegakan hukum secara konsisten agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan
dan kebenaran, supremasi hukum serta penghargaan terhadap HAM dan kelanjutan
ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan HAM di bidang
keagamaan.

Di Indonesia sendiri istilah HAM dipergunakan untuk sebutan dari hak-hak
asasi, yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris human rights atau dalam
bahasa Belanda grondrechten. Ada orang yang menyebutnya dengan istilah hak-hak
fundamental. Sebenarnya pengertian hak-HAM merupakan alih bahasa dari bahasa
Perancis droits de I'homme, adapun rangkaian lengkapnya berbunyi Declaration des
droits de I’homme et du Citoyen, yaitu mengenai pernyataan hak-HAM dan warga
negara Perancis yang memproklamirkan kemerdekaannya di tahun 1789, sebagai
pencerminan keberhasilan revolusi warganegaranya yang bebas dari kekangan
penguasa tunggal negara pada saat itu.

Secara harfiah yang dimaksud dengan HAM adalah hak pokok atau hak
dasar?. Dalam arti harfiah ini, maka HAM merupakan hak yang bersifat fundamental,
sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat,
bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman,
hambatan dan ganggugan dari manusia lainnya.

HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak
dipishkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci®. Menurut Miriam Budiardjo,
HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan
bermasyarakat*. Karena merupakan hak yang pokok, HAM ini merupakan sesuatu
yang dengan sendirinya mengawasi kehidupan manusia dan bukan pemberian dari
masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat St. Harum Pujiarto yang
menyatakan bahwa HAM merupakan sesuatu hak yang awal, bukan sesuatu
pemberian dari masyarakat atau negara, hak itu adalah hak hidup dengan segala

2 Yudana dalam St. Harum Pujiarto, HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila
dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1993), h. 25.

3Kuntjoro Purbopranoto, Hak-HAM dan Pancasila, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h. 18-19.

4 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia: 1981), h. 120.
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kebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.?

Bambang Sunggono dan Aries Harianto berpendapat, bahwa HAM adalah
hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat,
jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan
martabatnya sebagai manusia®. Dalam hal ini Bambang dan Aries sependapat, jika
HAM dikatakan sebagai hak asasi yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia.
Jadi, bukan merupakan hak yang diberikan oleh masyarakat.

Marbangun Hardjowirogo merumuskan tentang HAM sebagai hak-hak yang
memungkinkan kita untuk tanpa diganggu menjalankan hidup bermasyarakat dan
bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama’. Djoko Rahardjo
merumuskan HAM adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atau harkat dan
martbat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia
tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin8. Oleh karena itu, harkat dan
martabat yang dimiliki manusia secara alamiah dan melekat pada setiap manusia
tanpa perbedaan apapun dapat dikatakan sebagai HAM.

Dalam perkembangannya HAM tidak lagi dipandang sekadar sebagai
perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. HAM lebih
dipahami secara manusia sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat
kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin,
usia atau pekerjaan®.

Kebebasan adalah keadaan bebas, kemerdekaan!®, maksud kebebasan
beragama adalah kemerdekaan untuk memeluk atau menganut suatu agama tertentu,
tanpa ada paksaan dan tekanan untuk meninggalkannya.

Dalam pandangan Islam, yang dimaksud dengan HAM adalah hak-hak
kodrati yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia, yang tidak dapat dicabut
atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun!!. Selanjutnya menurut Maududi
bahwa hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, abadi dan tidak
boleh diubah-ubah, dimodifikasi atau juga dibatalkan!?. Konsep HAM dalam sejarah
Islam sesungguhnya lebih jauh melampaui sejarah Barat dalam merumuskan dan
mempraktikkan konsep HAM. Islam mempunyai doktrin perlindungan HAM yang
lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep HAM dalam Magna Charta.

5 St. Harum Pujiarto, HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan
Permasalahannya Dalam Hukum Pidana, h. 26.

¢ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan HAM, (Bandung: Mandar Maju,
1994), h. 70.

7 Marbangun Hardjowirogo, Hak-hak Manusia, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), h.7.

8 Djoko Rahardjo, Pembahasan Makalah Prof. Mariam Budiardjo, berjudul “Konsep Barat dan
Non-Barat Mengenai HAM” Seminar Sehari HAM oleh Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Juni
1994.

9Saafaroedin Bahar, HAM Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam ABRI, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1996), h. 6.

10Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gitamedia Press, 2007), h. 117.

11 Abu A’la Maududi, Hak-Hak Manusia Dalam Islam, (Jakarta: YAPI, 1998), h. 11.

12 Abu A’la Maududi, Hak-Hak Manusia Dalam Islam, h. 12.

178 — Jurnal Cita Hukum, Vol. | No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440



Hukum dan Hak Kebebasan Beragama

Tonggak sejarah HAM berawal dari konstitusi Madinah atau Piagam
Madinah (tahun 624 M) yang bertujuan menyatukan warga Madinah yang majemulk,
baik karena perbedaan etnis, perbedaan agama (Muslim, Yahudi, Nasrani dan aliran
kepercayaan lainnya). Perlindungan HAM antara lain adalah perlindungan terhadap
kebebasan beragama dan beribadah, kedudukan yang sama sebagai warga
masyarakat, persamaan hak dan kewajiban dan persamaan di depan hukum.

Gagasan Islam tentang HAM berpijak pada konsep tauhid yaitu konsep
pengakuan keesaan Allah yang tergambar dari ungkapan syahadat (Laa ilaaha illa
Allah, yang artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah). Konsep
tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia, bahkan
tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda tidak
bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

Dalam konsep tauhid terdapat kewajiban manusia untuk menyembah Allah.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bersifat subordinatif.
Artinya pada hubungan itu adalah hubungan Pencipta dengan ciptaan-Nya (Khalik
dengan makhluk-Nya). Ide penyembahan kepada Allah berisi penghambaan manusia
kepada penciptanya, penghambaan makhluk kepada Tuhannya.

Hubungan subordinatif atau penghambaan hanya berlaku dalam hubungan
manusia dengan Tuhan. Hubungan di antara sesama manusia adalah hubungan
kesetaraan (egaliter), karena semua manusia mempunyai kedudukan yang sama
dihadapan Allah. Apabila terjadi hubungan subordinatif atau penghambaan oleh
manusia kepada manusia yang lain. Hal itu bertentangan dengan kodrat
kemanusiaan.

HAM dalam Islam merupakan standar normatif yang ditetapkan Allah atau
dibuat oleh manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama
manusia, baik dalam hubungan individu dengan individu, individu dengan
masyarakat maupun dalam hubungan warganegara dengan negara dan hubungan
antar negara.

Pengakuan bahwa adanya hak asasi pada seseorang berarti mengakui adanya
kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Pengakuan
bahwa HAM merupakan hak semua orang berarti mengakui adanya kewajiban asasi
semua orang untuk menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Batas HAM
yang satu adalah hak asasi orang lain. Dengan demikian, hubungan antara hak dan
kewajiban adalah resiprokal yang harmonis, karena pengakuan hak pada pihak
tertentu berimplikasi kewajiban pada pihak lain. Dalam konteks HAM, pengakuan
atas asasi pada satu pihak merupakan kewajiban asasi pada semua orang.

Dalam hal itu, perlu juga ditegaskan bahwa kebebasan manusia yang
terdapat dalam Islam tidaklah bersifat absolut. Demikian juga hak-hak asasinya, yang
mempunyai keabsolutan dan ketidakterbatasan dalam ajaran Islam hanya Allah,
Tuhan Alam Semesta, dan yang lain mempunyai sifat terbatas. Selain itu, di samping
hak, manusia mempunyai kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya yaitu patuh
kepada perintah dan larangan-Nya. Larangan-Nya adalah supaya manusia tidak
berbuat kerusakan di permukaan bumi dan perintah-Nya adalah agar manusia
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berbuat baik. Mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan
orang lain, apalagi kepentingan umum atau orang banyak dilarang dalam Islam.

Islam mengakui kebebasan beragama, Islam mempunyai konsep toleransi
beragama yang meliputi toleransi terhadap sesama penganut agama Islam dan
toleransi terhadap para penganut agama yang berbeda. Toleransi terhadap sesama
muslim berkaitan dengan sikap saling menghormati dan menghargai di antara
sesama kaum muslim di dalam menjalankan ajaran agama berdasarkan interpretasi
keagamaan yang diyakininya dari al-Qur’an.

Aspek lain yang termasuk dalam pengertian kebebasan beragama adalah
kebebasan untuk menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya,
perlindungan terhadap perasaan keagamaan (Tuhan) dan kitab suci, perlindungan
tempat-tempat dan sarana peribadatan, perlindungan terhadap pemuka-pemuka
agama, dan kebebasan untuk melakukan dakwah. Mengenai kebebasan menjalankan
peribadatan, perlindungan terhadap tempat peribadatan dan pemuka agama, Nabi
bersabda dalam sebuah suratnya kepada penduduk Najran yang tetap berpegang
pada agama lama mereka: “dan bagi kaum Najran serta yang ada di bawah sayapnya
menjadi tetangga Allah dan dalam perlindungan Nabi Muhammad, atas harta
mereka, agama, tempat-tempat ibadah mereka dan semua yang menjadi hak tangan
mereka.” 14

Dengan sabda Rasul itu, tampak jelas bahwa Islam melindungi penganut
agama lain untuk melaksanakan peribadatan sesuai dengan aturan peribadatan
agama lain tersebut. Penguasaan Islam secara politik terhadap suatu daerah tidak
dapat dijadikan dalih untuk membatasi hak-hak non muslim dalam merealisasikan
ajaran agamanya.

Hak Kebebasan Beragama Dalam Hukum Indonesia

Kebebasan beragama ini dijamin dalam UUD Tahun 1945, terutama dalam
Pasal 28E dan 29. Pasal 28E ayat (1) menyatakan ”setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya,...”. Pasal 28E ayat (2) menyatakan “setiap orang
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai
dengan hati nuraninya”. Sedangkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan “Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat (2) menyatakan bahwa "Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

UUD Tahun 1945, menentukan bahwa hak kebebasan beragama bukan
pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat
dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu
sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.!5

13 Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, HAM Dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
1987), h. 38.

14 Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Pendidikan Kewarganegaraan, h. 390.

15 CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Sekitar HAM Dewasa Ini, (Jakarta: Djambatan, 2003), h.30.
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UUD Tahun 1945 tersebut tidak menentukan agama dan kepercayaan apa
saja yang diakui secara sah, bahkan peraturan perundang-undangan yang ada di
bawahnya juga tidak menyebutkan agama dan kepercayaan yang diakui. Oleh karena
itu, menurut penulis, maka semua agama dan aliran kepercayaan yang hidup di
Indonesia diakui dan disahkan sebagai agama dan aliran kepercayaan yang hidup di
masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah harus melindunginya. Agama dan aliran
kepercayaan yang ada itu sepanjang tidak saling menodai di antara agama dan aliran
kepercayaan yang ada.

Setelah amandemen UUD Tahun 1945 dan keluarnya Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM,
diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta peraturan lainnya yang
mengatur HAM, sebenarnya perkembangan HAM semakin pesat. Hal ini semakin
banyaknya instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HAM yang
diratifikasi dan diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional termasuk
di dalamnya adalah hak atas kebebasan beragama.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan
bahwa ”“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan
kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak
terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi
peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta
keadilan”. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan
persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan
oleh siapa pun”. Pasal 22 yang menyatakan bahwa ayat (1) “setiap orang bebas
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”, ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu”. Di dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) juga dikatakan bahwa
“yang dimaksud dengan hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya
adalah hak setiap orang untuk beragama menurut kepercayaannya sendiri, tanpa
adanya paksaan dari siapapun juga.”

Salah satu instrumen HAM dalam Deklarasi Universal HAM yang berkaitan
dengan hak kebebasan beragama yang kemudian dijadikan landasan untuk
menyusun peraturan perundang-undangan nasional, terutama Pasal 18, menyatakan
bahwa ”setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini
termasuk kebebasan menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain, dan tempat umum maupun tersendiri”. Demikian
juga tentang penghapusan semua bentuk ketidakrukunan dan diskriminasi
berdasarkan agama dan kepercayaan yang diumumkan dengan Resolusi Majelis
Umum PBB Nomor 36/55 tanggal 25 November 1981, bahwa Majelis Umum PBB
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telah mempertimbangkan bahwa “agama atau kepercayaan, bagi setiap orang yang
mengakui baik agama maupun kepercayaan adalah salah satu dari unsur-unsur dasar
dalam konsepsinya mengenai kehidupan dan bahwa kebebasan atas agama atau
kepercayaan harus sepenuhnya dihormati dan dijamin”. Hal ini termasuk juga dalam
Rancangan Deklarasi tentang Hak-hak Orang-orang yang termasuk Kelompok
Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa, bahwa Majelis Umum PBB
menguatkan kembali bahwa salah satu dari tujuan-tujuan dasar PBB seperti yang
dinyatakan dalam Piagamnya adalah untuk meningkatkan dan mendorong
penghormatan terhadap hak-HAM dan kebebasan-kebebasan dasar untuk semua,
tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.

Sebenarnya hukum yang mengatur hak beragama sudah ada sejak tahun 1965
yaitu melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965, yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 untuk mencegah konflik agama di
Indonesia. Menurut Harian Republika, bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) itu
bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap keyakinan warga masyarakat,
melainkan upaya pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang
terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.16

Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965
menyatakan bahwa: ”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk
melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan
keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-
pokok ajaran agama itu.”

Pernyataan dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor
1/PNPS/1965 itu dirinci lagi dalam penjelasannya, yaitu: Dengan kata-kata ”dimuka
umum” dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agama-agama yang dipeluk oleh
penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu
(Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di
Indonesia. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir
seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang
diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan
perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-
agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia.
Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) dan
mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.”

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak keagamaan, maka dalam
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 mengancamnya, yaitu:

16 Harian Republika, “Solusi Kemelut Ahmadiyah”, Jumat, 15 Agustus 2008, h. 27.

182 - Jurnal Cita Hukum, Vol. | No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440



Hukum dan Hak Kebebasan Beragama

Pasal 2; (1). Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam Pasal 1 diberi
perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu
keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam
Negeri. (2). Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi
atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat
membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai
organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan
dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pernyataan dalam Pasal 2 tersebut menunjukkan tentang ketegasan
Pemerintah terhadap suatu kelompok aliran kepercayaan yang menodai suatu agama
yang secara resmi diakui oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Presiden dapat
membubarkan suatu aliran kepercayaan yang menodai agama yang ada dengan atas
nama hak kebebasan beragama. Pembubaran suatu kelompok aliran kepercayaan
tentu saja harus mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung
dan Menteri Agama yang berwenang untuk itu.

Pasal 3; Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-
sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik
Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran
kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang,
penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari
aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 3 lebih mempertegas keseriusan pemerintah dalam menangani
kelompok aliran kepercayaan yang mengatasnamakan HAM yang terus melakukan
aktivitasnya, padahal pemerintah sudah melarangnya, maka hal ini diserahkan
kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dengan baik. Oleh karena
itu, berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan karenanya masih saja menjalankan
aktivitasnya sedangkan pemerintah sudah membubarkan, maka sudah tidak ada
alasan lain dengan pendekatan hukum, yaitu hukuman pidana penjara.

Pasal 4; Pada KUHP diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a: dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b). dengan maksud agar supaya
orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha
Esa.

Merujuk Pasal 3, maka Pasal 4 KUHP memberikan nuansa baru dalam
menegakkan hukum yaitu memasukkan ketentuan pidana ke dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, bahwa pelaku penodaan agama akan dipidana meskipun
berdasarkan atas hak kebebasan agama.
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Judicial Review Undang-Undang Penodaan Agama (Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 1/PNPS/1965)

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum di zaman
orde lama era kepemimpinan Presiden Soekarno, yang pada awalnya hanya
berbentuk Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 melalui Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1969, Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi Undang-Undang. Undang-
Undang No. 1/PNPS/1965 memang merupakan produk hukum orde lama, karena
pada masa-masa tersebut kondisi negara belum stabil dan isu penodaan agama
dipandang sebagai ancaman revolusi. Dengan demikian, keberadaan UU No.
1/PNPS/1965 sangat penting untuk pengamanan negara dan masyarakat agar dapat
terlindungi dari paham komunisme yang mengajarkan atheisme.

Selanjutnya menurut kelompok masyarakat tertentu (LSM) yang menyatakan
bahwa UU No. 1/PNPS/1965, bahwa UU tersebut dibuat pada masa pemerintahan
otoriter, sentralistik yang berpusat pada tangan Presiden, sehingga produk-produk
hukumnya juga bersifat otoriter dan sentralistik termasuk adalah UU No.
1/PNPS/1965. Dengan dinamika kehidupan masyarakat sekarang begitu
berkembang, maka pembatasan kebebasan beragama adalah melanggar hak dan
negara menjamin kebebasan beragama sesuai dengan konstitusi serta UU No.
1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena pro dan kontra terhadap keberadaan UU No. 1/PNPS/1965,
maka oleh kelompok masyarakat (LSM) yang tidak setuju dengan keberadaan UU No.
1/PNPS/1965 diajukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Akan
tetapi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain yaitu menolak seluruh
gugatan yang diajukan oleh pemohon (LSM), bahwa UU No. 1/PNPS/1965 tidak
bertentangan dengan UUD 1945, sehingga masih tetap dipertahankan hingga
sekarang.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Indonesia
merupakan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 29
ayat (1) UUD 1945, negara juga menjamin warga negara untuk memeluk agama dan
menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang dijamin dalam UUD 1945. Hal ini
berarti secara konstitusional, bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan dan
bukan tidak beragama (atheis). Majelis Hakim juga mempertimbangkan, meskipun
Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Hal ini didasarkan
pada hasil rapat perumusan UUD 1945 pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Majelis Hakin berpendapat bahwa
prinsip negara huukum Indonesia tidak harus sama dengan prinsip negara hukum
pada negara lain. Prinsip negara hukum di Indonesia harus dilihat dengan cara
pandang UUD 1945 yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asasnya.
Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil pemohon yang menyatakan negara tidak
berhak melakukan intervensi terhadap kebebasan beragama tidaklah tepat, karena
selain memberikan hak kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan
pengaturan dan pembatasan atas kebebasan beragama demi ketertiban masyarakat
umum. Majelis Hakim juga menolak bahwa pembatasan sebagai bentuk diskriminasi,
sebab berdasarkan pasal 28] ayat (1) UUD 1945, pembatasan tidak selalu bisa
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diartikan sebagai diskriminasi sepanjang menjadi bentuk upaya perlindungan
terhadap hak orang lain. Majelis Hakim berpendapat bahwa UU No.1/PNPS/1965
secara materiil masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam
rangka menjaga kerukunan antar umat beragama meskipun disususn pada masa
resvolusi era kepemimpinan Presiden Soekarno. Majelis Hakim juga menolak dalil
pemohon bahwa UU No. 1/PNPS/1965 mematikan keberagaman agama dan
keyakinan di Indonesia karena hanya menyebutkan enam agama saja, sehingga
Majelis Hakim beralasan penulisan enam agama hanya sekadar penyebutan saja
karena bersamaan dengan waktu pembuatan undang-undang tersebut. Di dalam
bagian penjelasan undang-undang tersebut secara eksplisit tidak mempermasalahkan
keberadaan agama dan kepercayaan selain keenam agama yang disebutkan. Oleh
karena itu, UU No. 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena
kebebasan beragama tetap dijamin.

Hal itulah yang merupakan jaminan hukum terhadap kebebasan beragama
yang ada di Indonesia. Oleh karena, pada era reformasi ini dengan penguatan HAM
yang juga merupakan era HAM, sehingga keberadaan akan HAM termasuk hak
untuk bebas beragama tidak boleh ada yang menghalanginya. Akan tetapi negara kita
berdasarkan atas hukum sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian, HAM termasuk
hak untuk beragama juga harus berdasarkan atas hukum. Negara berdasar atas
hukum tersebut merupakan jaminan konstitusi, sehingga perlu ada penegakan
hukum yang serius sebagai jaminan konstitusi.

Kesimpulan

Keberadaan beberapa aliran kepercayaan dan agama beserta kebebasan untuk
beragama yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala,
pada zaman sebelum kemerdekaan, pada masa kemerdekaan dan sekarang ini era
reformasi dengan penguatan HAM. Pada masa sekarang ini, hak kebebasan beragama
menjadi permasalahan, karena era kebebasan merupakan era untuk menjunjung
HAM termasuk hak untuk bertindak atau berbuat apa saja dengan atas nama HAM,
termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas beragama tanpa memperhatikan hak
asasi orang lain untuk beragama.

Hal ini, meskipun era HAM untuk bebas berbuat apa saja, tetapi kita hidup di
negara yang berdasarkan atas hukum, maka ketentuan hukum tetap harus juga
ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang dapat saja berbicara, berbuat
untuk dan atas nama HAM, tetapi terdapat aturan yang membatasi setiap perbuatan
atau tindakan yang dilakukannya. Hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini semua karena untuk ketertiban,
ketenteraman, keserasian dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pada
intinya HAM termasuk hak kebebasan beragama dibatasi oleh aturan hukum yang
berlaku.
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